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Abstract 

In making the Minuta Deed, it is required to sign the parties' signatures and attach letters and documents 

and fingerprints of the parties in accordance with Article 16 number (1) letter c of Law Number 2 of 

2014. The research method used in this journal is Normative research. The result of the discussion of 

this journal is that Notaries are required to sign and fingerprints of the parties in the Minuta deed, 

Interviewers who are able to sign are obliged to sign their signature on the minimum sheet or paper, 

while Interviewers who are not able to sign are obliged to affix their fingerprints on a separate sheet of 

paper which Then attached to the Minuta Deed of the sheet of paper is special and only for tappers who 

cannot sign or only for the interlocutors put their fingerprints because they cannot sign. Conclusions 

from this journal related to the application of fingerprints in the Minutes of Notary Deed, there are still 

many interpretations in practice, especially on the affixing of fingerprints and there are no rules that 

clearly regulate them 

Keywords: fingerprint; notary public; minuta deed 

Abstrak 

Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mmbubuhkan tanda tangan para pihak dan melekatkan surat 

dan dokumen serta sidik jari penghadap sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian Normatif. 

Hasil pembahasan jurnal ini adalah Notaris wajib membubuhkan tanda tangan dan sidik jari para 

penghadap dalam minuta akta, penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya 

pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib 

membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta  

lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya 

untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan. Simpulan dari jurnal ini 

terkait dengan penerapan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris masih terdapat banyak penafsiran dalam 

praktiknya terutama pada pembubuhan sidik jari dan belum ada peraturan yang mengatur secara tegas. 

Kata Kunci: sidik jari; notaris; minuta akta 

 

A. PENDAHULUAN 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya 

(akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan 

pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat (Kohar, 2004). Notaris sebagai 

salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah diatur 
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dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwaiwewenang 

Notarisiyaitu memberikanibantuan untukimembuat aktaiotentik. Olehikarena itu, pentingibagi 

Notarisiuntuk dapatimemahami ketentuaniyang diaturiolehiundang-undang agarimasyarakat 

umumiyang tidakimengetahui atauikurang memahamiiaturanihukum, dapat memahamiidengan 

benariserta tidakimelakukan hal-haliyang bertentanganidenganihukum (Andasasmita, 2001). 

Aktaiotentik sebagaiialat buktiiterkuat danipenuh mempunyaiiperanan pentingidalam 

setiapihubungan hukumidalam kehidupanimasyarakat, melaluiiakta otentikiyang 

menentukanisecara jelas tentang hak danikewajiban, menjaminikepastianihukum, danisekaligus 

diharapkanipula dapatidihindari terjadinyaisengketa (Supriadi, 2006). 

Pasali1 angkai8 UUJNimemberikan pengertian mengenai MinutaiAkta yaitu asliiakta 

yangimencantumkan tandaitangan paraipenghadap, isaksi, daniNotaris, yangidisimpanisebagai 

bagianidari protokoliNotaris. Minutaimerupakan sumberiutama dariiakta Notarisikarenaitanpa 

adanyaiMinuta makaitidak adaisalinan atauikutipaniakta. Pembuatan minuta akta ini harus sesuai 

dengan ketentuan yang sudah ada dan tidak boleh ada kesalahan dalam minuta termasuk dalam hal 

tanda tangan. Terkait dengan penandatanganan minuta sering menimbulkan permasalahan terkait 

dengan para pihak yang tidak bisa tanda tangan. MenurutiPasal 16iangka (1) ihuruf ciUUJN-P 

berkaitanidengan kewajibaniNotaris yaituibahwa Notaris diwajibkan untuk melekatkanisurat 

danidokumen sertaisidik jari para penghadap padaiminutaiakta. Terdapatidua substansi dalam 

Pasali16 angkai (1) huruficiUUJN-P yaituipertama, melekatkanisuratiserta dokumenipada 

minutaiakta daniyang keduaimelekatkan sidikijari penghadapipada minutaiakta. Terkait 

denganipenggunaan sidikijari dalamiminuta aktaiUUJN-P tidak menegaskan secara jelas apakah 

menggunakan sidikijari tanganikanan-kiriiatau sidikijari tertentuidari tanganikanan dan kirii, hal ini 

menimbulkan multi tafsir bagi Notaris. Fungsiitanda tanganidan sidikijari penghadapibagi 

Notarisisangat pentingiyaitu sebagaiiidentifikasi diriiatau tandaidiri dariipihak yangibersangkutan, 

buktiibahwa telahimenghadap di hadapan Notaris, danipersetujuanibahwa penghadapisetuju 

denganisegala sesuatuiyang tercantumidalamiakta. Dengan adanya latar belakangimasalah 

tersebutimaka penulisitertarik untukimembuat artikel denganijudul “Tinjauan Yuridis Penerapan 

Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris” 

Teori mempunyai peran penting dalam sebuah penelitian. Teoriiyang digunakanidalam jurnal 

iniiyaitu teoriikeberlakuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga hal yang 
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mempengaruhi tentang berlakunya hukum yaitu pertama, kaidahihukum tersebutiberlakuisecara 

yuridiss, tetapiiberlakunya suatuiaturan hukumisecara yuridisiyang diartikanioleh HansiKelsen 

sebagaiiaturan yangimemilikiikeabsahan, bukaniberarti aturanitersebut denganisendirinyaisudah 

berlakuiefektif (Soekanto, 2019). Sementara itu HansiKelsen membagiikeberlakuan hukum tersebut 

menjadiiduaibagian yaituikeabsahan daniefektifitas. Keabsahan itu sendiri hanyaidilihat dariiaspek 

prosedural saja, sedangkaniefektivitas hanya melihatidari sisiipenerapannya. Kelsen 

menyebutkanibahwa keabsahanidan keefektifanitidak mungkiniterjadi secara berbarengan atau 

bersamaan (Kelsen, 2008). Kedua, kaidahihukum ituiberlaku secaraisosiologis yaituidimana 

aturanihukum ituidapat diterimaioleh masyarakatisecara dapatiberlaku secaraiefektif, walaupun 

kaidahitersebut dipaksakaniberlakunya olehipenguasa meskipunitidak diterimaiolehimasyarakat 

(teori kekuasaan) iatau tatananihukum ituibersifat represifiatau bisaijuga kaidahiituiberlaku 

karenaiditerima danidiakui olehimasyarakat (teoriipengakuan) (Nonet & Selznick, 2003). Ketiga, 

kaidahihukum tersebutiberlaku secaraifilosofis, artinyaisesuai denganicita-citaihukum sebagaiinilai 

positifiyangitertinggi. Jurnal ini menggunakan teori keberlakuan hukum karena penulis ingin 

mengetahui terkait dengan keabsahan serta efektivitas dari penerapan sidik jari penghadap dalam 

minuta akta Notaris. 

Berdasarkanilatar di atas,imaka penulisiakan membahasipermasalahan terkait dengan 

“Bagaimana penerapan sidik jari para penghadap dalam minuta akta Notaris?” 

Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari 

Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris” merupakan jurnal yang dapat dipertanggung jawabkan 

keasliannya, untuk membktikannya penulis akan membandingkan jurnal penulis dengan jurnal 

amaupun penelitian lain yang mempunyai tema atau topic yang sama dengan jurnal ini tetapi 

mempunyai substansi pembahasan atau pokok pembahasan yang berbeda. Pertama jurnal yang 

ditulis oleh Rizka Rahmawati yang berjudul “Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan 

Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta”, dimana penulis memfokuskan pembahasan jurnalnya 

pada apakahiyang melatarbelakangiiterhadap kewajibaninotarisiuntuk melekatkanisidik jariipada 

penghadapipada minutaiakta, bagaimanakahiproseduripelaksanaan kewajibaninotaris 

dalamimelekatkan sidikijari paraipenghadap padaiminutaiakta, danimengenai akibatihukum 

terhadapikedudukan aktaidan notarisiyang tidakimelakukan pembubuhanisidik jariitangan 

paraipenghadap padaiminuta aktaiberdasarkaniUUJN-P  (Rahmawati, 2019). 



NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 
 

721 
 

Penelitian yang kedua berjudul “Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari 

Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 

(1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)” yang ditulis oleh 

Virgin Nigita. Dimana penulis memfokuskan penelitiannya pada lataribelakangidibentuknya 

peraturanimengenai kewajibanipelekatan sidikijari penghadap atau paraipenghadap/paraipihak 

padaiminuta aktainotaris sertaiurgensi daniimplikasi hukumipenerapan terkait dengan sidikijari 

penghadap/paraipenghadap/paraipihak padaiminuta aktainotaris (Nigita, 2017). Penelitian ketiga 

berjudul “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari 

Penghadap” dengan nama penulis Ghansham Anand, dimana penulis memfokuskan pembahasan 

jurnalnya padaikeabsahan aktaiNotaris terkaitidengan pembubuhanisidak jariipenghadapiserta 

kesalahaniyang dilakukanioleh Notarisidalam menjalankanitugas danikewenangannya yang 

dapatimembawa akibatipada aktaiyang dibuatioleh atauidihadapannya (Anand, 2017). 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang mana mempunyai tema atau topic yang sama 

dengan judul jurnal ini tetapi mempunyai pokok pembahasan yang berbeda dengan jurnal ini, dimana 

penulis akan membahas terkaitidengan penerapan sidikijari paraipenghadap dalam 

minutaiaktaiNotaris. Maka dapatidisimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris” berbeda 

dengan jurnal-jurnal diatas atau penelitian yang terkait dan dapat dipertanggung jawabkan 

keasliannya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau 

kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek 

yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada 

objek penelitian (Sunggono, 2007). Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu 

penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitianihukum yangidilakukanidengan 

caraimeneliti bahanipustaka atauidataisekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitianihukum 

normatifidisebut jugaipenelitian hukumidoktrinal. Sedangkan menurutiPeter MahmudiMarzuki, 

penelitianihukum normatifiadalah suatuiproses untukimenemukan suatuiaturanihukum, prinsip-

prinsipihukum, maupunidoktrin-doktrin hukumiguna menjawabiisu hukum yang telah dihadapi 

(Marzuki, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian normative yaitu berupaibuku-buku, 
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peraturaniperundang-undangan, keputusan-keputusanipengadilan, teori-teoriihukum danipendapat 

paraisarjana hukumiterkemuka (Ashofa, 1996). Dengan bahan hukum primer berupa Undang-

Undang Jabatan Notaris, KUHPerdata dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa 

literature seperti buku, jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun 

kamus hukum dan sejenisnya. Teknikipengumpulan dataiyang digunakaniyaitu studiidokumen. 

Metode analisisidata yangidigunakan oleh jurnal iniiuntuk menganalisa atau menganalisis dan 

mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Serta Keabsahan Sidik Jari Dalam Pembuatan Minuta Akta Notaris 

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya harus didasarkan pada Undang-

UndangiNomor 2iTahun 2014itentang Peraturan JabataniNotaris atau disingkat dengan UUJN-P. 

Salahisatu kewenanganinotaris yaituimembuat aktaiotentik. Dalam pembuataniakta terutama Minuta 

Akta harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ada. Terkait dengan tandaitangan danisidik 

jariidalam minutaiakta masih terdapat penafsiran diantara Notaris dalam penerapannya. Sidikijari 

adalahihasil reproduksiitapak jariibaik yangisengaja diambilimaupun bekasiyang ditinggalkanipada 

bendaikarena dipegangiatau disentuhidengan tanganiatauikaki. Sidikijari dapatidijadikan 

sebagaiisalah satuialatibukti, buktiidiartikan sebagaiisesuatuiyang menyatakanikebenaran dari 

suatuiperistiwa (Marwan, 2009). Sedangkan menurut Pasal 1874a KUHPerdata 

denganipenandatanganan sepucukitulisan diibawah tangan dapat disamakan dengan suatuicap 

jempol yang dibubuhiidengan suatuipernyataan yangitertanggal dariiseoranginotaris atauiseorang 

pegawaiilain yangiditunjuk olehiundang-undang, dariimana ternyataibahwa ia atau Notaris 

mengenal seseorangipembubuh capijempol, atauibahwa orangilain telahidiperkenalkan kepadanyaa, 

bahwaiisi aktaitelah dijelaskanikepada orangiitu, danisetelah ituicap jempol tersebut 

dibubuhkanidihadapan pegawaiitadi danipegawai tersebutiharus membukukanitulisanitersebut. 

Terdapatipenafsiran Pasali1 angkai (8) daniPasal 16iangka (1) ihuruf c UUJN-Piyaitu (Adjie, 2017): 

1. Penghadapiyang bisa memberikan tanda tangannya tetapimembubuhkan tandaitangannya pada 

kertasiatau lembaraniMinutaiAkta, dan juga membubuhkanisidik jarinyaidenganipenghadap 

yangitidak bisaimembubuhkan tandaitangannya padailembaran tersendiriidimana setelah itu 

akanidilekatkan padaiMinuta Aktaiyangibersangkutan, atau dengan kata lainiuntuk penghadap 
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yangibisa tandaitangan, diisamping harusimembubuhkan tandaitangannya dan jugaiharus 

membubuhkanisidikijarinya. 

2. Penghadapiyang bisaitanda tanganiwajib membubuhkanitanda tangannyaipada kertasiatau 

lembaraniminuta, daniyang tidakibisa tandaitangan harusimembubuhkan sidikijarinyaipada 

kertasiatau lembaranitersendiri yangiiakan dilekatkanipada MinutaiAkta yangibersangkutan. 

Penafsiraniini sebagaiibentuk dari penyederhanaanidan fleksibilitasiserta kesetaraanibahwa 

penghadapiyang bisaitanda tanganiuntuk membubuhkanitanda tangannyaipada kertasiatau 

lembaraniminuta akta, sedangkaniyang tidakibisa tandaitangan membubuhkanisidik jariipada 

lembaranikertas tersendiriiyang telahidisediakan Notarisiyang akanidilekatkan padaiMinuta 

Aktaiyangibersangkutan. 

Tentang sidikijari itu sendiri terdapat 2 (dua) pendapat yaitu yang pertama yaituiseluruh 

sidikijari tangannyai (kiriidan kananiatau kananiatau kiriisaja), dan yang kedua sidikijariitertentu 

dariitangan kanan-kiriiatau kananisaja. Selain itu terdapat pendapat atau penafsiran lain yaitu tentang 

penggunaan sidikijari. Pasali16 angkai (1) hurufic UUJN-Pitidak menegaskaniterkait 

denganipembubuhan sidikijari, tetapi berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam praktik Notaris 

menggunakan sidikijari tanganikiri atau tangan kanan baikisemua jariiatau tertentuisaja. Notaris 

diwajibkan untuk meminta para pihak untuk membubuhkanisidik jarinyaipada lembaritertentu atau 

yangitelah disediakanioleh Notarisimeskipun para pihak sudah membubuhkan tanda tangannya. Jika 

Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 angka (1) 

huruf c UUJN-P maka akan mendapatkan sanksi administrative sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 16 angka 11 UUJN-P. Jika dilihat secara Normatif ketikaitidak membubuhkanisidik jariimaka 

tidakiberpengaruh terhadapikedudukan hukumiAkta Notarisidan aktaiyang bersangkutanitetap 

sahiserta mempunyaiikekuatan pembuktianihukum yang sempurna. 

Seoranginotaris dalamimembuat suatuiakta berpedomanipada syaratisahnyaiperjanjian yang 

diatur dalamiPasal 1320iKUHPerdata. Pasal 1320 KUHPer berkaitan denganipembubuhan sidikijari 

bahwaidalam UUJNitidak adaisatu pasaliyang menyebutkaniakta Notarisiyangitidak 

dilekatkanisidik jariidapat terdegradasiiataupun menurunkanisifat aktaiNotaris menjadiiakta di 

bawahitangan, haliini sebagaimanaiditegaskan dalamiPasal 16iayat (11) iUUJN, bahwaiNotaris 

yangitidak melaksanakanitugasnya untukimelekatkan sidikijari penghadapipada MinutaiAkta 

hanyaidapat dikenakanisanksi berupaiperingatanitertulis, tanpaimengurangi statusiataupunisifat 

dariiakta yangidibuat olehiNotaris yangibersangkutan, jadiimengenai haliini Notarisihanya diberi 
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peringatanitertulis daniaktanya tetapisah danimengikat sertaimempunyai kekuatanipembuktian 

yangisempurna. Agariakta ituimenjadi aktaiautentik danitetap sah maka dalam pembuatan akta oleh 

Notaris harus memenuhiisyarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1320 

KUHPerdata, tetapi Notarisijuga tetapimenjalankan kewajibaniPasal 16iayat (1) ihuruf ciUUJN-P. 

 Disimpulkan bahwa terkait dengan penerapan penandatanganan minuta akta dan pembubuhan 

sidik jari para pihak dalam minuta akta notaris yaitu dapat dikategorikan sebgai berikut: 

1. Penghadapiyang bisaitanda tanganiwajib membubuhkanitanda tangannyaipada lembariatau 

kertasiminuta 

2. Penghadapiyang tidakibisa membubuhkanitanda tanganiwajib membubuhkanisidikijarinya 

padailembaran kertasitersendiri yangikemudian dilekatkanipada MinutaiAkta sesuaiidengan 

Pasali16 angkai (1) hurufic UUJN-P, lembaranikertas tersebut hanya untuk penghadapiyang 

tidakibisa tandatanganiatau hanyaiuntuk penghadapimembubuhkan sidik jarinya karena 

tidakibisa tandaitangan 

3. Sidikijari yang akan digunakan tergantungipada kondisiifisik dari tanganiatau sidikijari 

penghadapidan minimalisatu sidikijari. Sidikijari yangidipakai wajibidituliskan olehiNotaris 

dalamilembaran kertasitersebut 

4. Penghadapiyang tidakibisa tandaitangan denganialasan tertentuikecuali tidakibisa bacaiatau 

tulisimaka menggunakaniSurrogate danidisebutkan padaiakhiriakta. 

Terkait dengan teori keberlakuan hukum dimana teori ini terkait dengan keabsahanidan 

efektivitas, keabsahanihanyalah dilihatidari aspekiprosedural, sedangkaniefektivitas melihatidari 

sisiipenerapannya. Keabsahanidan keefektifanitidak mungkiniterjadi secaraibersamaan. Dalam hal 

penerapan sidik jari dalam minuta akta Notaris dikatakan sah dan mempunyai keabsahan jika 

dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P dimana 

Notarisiwajib memintaipara pihakiuntuk membubuhkanisidik jariitangannya di lembaraniyang 

akanidilekatkan dalamiminutaiakta. Tetapiipembubuhan dari sidik jari ini dinilai kurang efektif 

karena beberapa faktor seperti penggunaan sidik jari tangan yang mana yang akan di gunakan serta 

letak pembubuhan sidik jari di kertas atau lembaran baru/tersendiri ataupun dalam minutanya. Tetapi 

jika Notaris yangimenganggap bahwaimeminta membubuhkanisidik jariipada lembaranitersendiri 

(yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta) dari para penghadap yang telah membubuhkan tanda 

tangan pada Minuta, bagian dari otensitas Akta Notaris, maka hal tersebut perlu disebutkan pada 

akhir akta mengenai penghadap yang membubuhkan tangan dan sidik jarinya. Hal ini masih 



NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 
 

725 
 

dianggap sebagian Notaris agak rumit dan tidak efektif maka harus ada pengaturan terkait prosedur 

pembubuhan sidik jari dalam minuta akta agar tidak terdapat multi tafsir dalam pelaksanaan atau 

penerapannya. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas terkaitidengan penerapan sidikijari paraipenghadap dalam 

pembuataniminuta aktaiNotaris yaitu diwajibkan dalam Pasal 16 angka 1 huruf c dimana Notaris 

wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Terkait dengan 

penghadapiyang bisaitanda tanganiwajib membubuhkanitanda tangannyaipada lembariatauikertas 

minutaisedangkan penghadapiyang tidakibisa membubuhkan tandaitangan wajibimembubuhkan 

sidikijarinya padailembaran kertasitersendiri yangikemudian dilekatkanipada MinutaiAktaisesuai 

denganiPasal 16iangka (1) ihuruf ciUUJN-P, lembaranikertas tersebut hanya untukipenghadapiyang 

tidakibisa tandatanganiatau hanyaiuntuk penghadapimembubuhkan sidikijarinya karenaitidakibisa 

tandaitangan. 
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